
Menimbang 

Mengingat 

BUPATIBENGKAYANG 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 1 1 9  

BENGKAYANG EMERGENCY SERVICES 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 

bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 28 huruf b, 
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten 
Bengkayang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang 
tentang Pembentukan Public Safety Center 1 19  Bengkayang 
Emergency Services; 

: 1 .  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bengkayang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 1 1 6 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4431; 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4456); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Repubil Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 1 1 2 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 
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6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehat.an 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipt.a Kerja (Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana teiah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat clan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomnor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

1 1.  Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 193); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 
2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/ Menkes/ Per/ IX/ 
2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang 
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802); 

17.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 ten tang 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 

18. Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bengkayang (Lembaran Daerah Ka bu paten Bengkayang Tahun 
2016 Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Nomor 1 1 )  sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5); 

19 . Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2021 Nomor 83); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG 
PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 1 19  BENGKAYANG 
EMERGENCY SERVICES. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 

4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang; 

5. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas 
Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang; 

6 . Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyelenggarakan 
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat; 

7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 
kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit; 

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Bengkayang yang merniliki fasilitas pelayanan kesehatan untuk 
kunjungan rawatjalan atau rawat inap; 

9. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan 
medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan; 

10 . Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh 
korban/asein gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan 
nyawa dan pencegahan kecacatan; 

1 1 .  Kode Akses Telekomunikasi 119,  yang selanjutnya disebut Call Center 1 1 9  
adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat 
panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan 
telekomunikasi khusus di bidang kesehatan; 

12 .  Pusat Komando Nasional (National Commad Center) adalah pusat panggilan 
Kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses ttO-yrrg 
digunakan di seluruh wilayah Indonesia; 
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13. Public Safety Center 1 1 9  Bengkayang Emergency Services yang selanjutnya 
di singkat PSC 1 1 9  adalah pusat pelayan kesehatan terpadu menjamin 
kebutuhan masyarakat dalam hal hal yang berhubungan dengan 
kegawatdaruratan medis yang berada di Kabupaten Bengkayang yang 
merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat; 

14. Sentral Operator adalah Pusat Komunikasi PSC 119  yang berkedudukan di 
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang; 

15.  Korban/ Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman 
kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Public Safety Center 1 1 9  Bengkayang 
Emergency Services. 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 
Public Safety Center 1 1 9  Bengkayang Emergency Services berkedudukan di Dinas 
Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang. 

BAB IV 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4 
Maksud dibentuknya PSC 1 1 9  adalah terwujudnya jaringan pelayanan gawat 
darurat di Daerah yang terintegrasi dengan sistem regional, Daerah dan Nasional. 

Pasal 5 
Tujuan dari Kegiatan PSC 1 1 9  :  
a. memberikan pertolongan dan pelayanan penanganan medis sebelum 

mendapat pelayanan medis lanjutan; 
b. memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atas kasus kegawatdaruratan 

medis yang terjadi di masyarakat; 
c. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis atas institusi yang 

terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; dan 
d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat 

medis. 

BAB V 
PELAKSANAAN 

Pasal 6 
(1) Pelaksanaan PSC 1 1 9  merupakan gabungan sistem pelayanan 

kegawatdaruatan yang ada di Daerah. 
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(2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang sebagai 
fasilator, regulator dan penanggungjawab kegiatan PSC 1 1 9 .  

(3) Struktur Pelaksana PSC 119 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

(4) Dalam pelaksanaan pelayanan PSC 1 1 9 ,  masyarakat dapat menghubungi 
operator pusat PSC 1 1 9  pada Nomor telpon 1 1 9  atau Nomor Hp. 

081258130305. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 7 
Pembiayaan pelayanan PSC 1 1 9  terhadap kasus kegawatdaruratan yang 
dilayani tidak dipungut biaya sedangkan pelayanan perawatan rujukan di 
Puskesmas Rawat Inap dan/atau di Rumah Sakit, pembiayaannya sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bengkayang. 

Ditetapkan di Bengkayang 
pada tanggal 2 Februari 2022 

BUPATIBENGKAYANG, 

TTD 

SEBASTIANUS DARWIS 

Diundangkan di Bengkayang 
pada tanggal 2 Februari 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKAYANG, 

TTD 

0BAJA 

SERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 9 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Setda Kab. Bengkayang 
7 

S.H. M .H 


